BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Staf Ahli
Bupati sesuai dinamika pemerintahan, pembangunan dan
kemasyakatan, perlu penyesuaian dan penyempurnaan
terhadap Peraturan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2012
tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);



Menetapkan

10.
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA

KERJA STAF AHLI BUPATIL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sanggau.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sanggau.

Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sanggau

Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta
menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai
fungsi organisasi.

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional.

Rincian tugas adalah rincian dari fungsi jabatan yang harus
dilaksanakan oleh pemangku jabatan dalam rangka penyeleng-
garaan pelayanan pemerintahan dibidang tugasnya guna
memenuhi kebutuhan publik maupun satuan kerja perangkat
daerah sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam
melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran
yang diinginkan sesuai dengan visi dan misisatuan kerja
perangkat daerah

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 3

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia.
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BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan
mengenai masalah pemerintahan daerah kepada Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi:

a. pemberian telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-
masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di
daerah; dan

b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 6

Staf Ahli Bupati mempunyai rincian tugas:

a. menyusun rencana kegiatan;

b. melakukan identifikasi dan kompilasi data serta menyiapkan
referensi bagi Bupati dalam perumusan, perencanaan dan
evaluasi kebijakan strategis daerah;

c. memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan
strategis berdasarkan hasil telaahan;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis daerah;

e. melaksanakan koordinasi dan konsultatif dalam pelaksanaan
saran, monitoring dan evaluasi kebijakan strategis daerah;

f. menyusun laporan atas pelaksanaan tugasnya secara berkala
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB IV
BIDANG TUGAS STAF AHLI BUPATI

Pasal 7

Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat
pada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
adalah berkaitan dengan:

bidang pemerintahan;

bidang kepegawaian;

bidang persandian;

bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

bidang statistik;

bidang kearsipan;

bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;

RO o o
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kapasitas kelembagaan pemerintah;

kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat/adat;
kualitas kehidupan beragama;

bidang hukum dan hak azasi manusia; dan

bidang pertanahan.

ol et o -

Pasal 8

Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat
pada Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan adalah berkaitan
dengan:

bidang lingkungan hidup;

bidang energi dan sumber daya mineral;

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

bidang perencanaan pembangunan;

bidang perumahan rakyat dan permukiman;

bidang perhubungan; dan

bidang komunikasi dan informatika.

o R0 TP

Pasal 9

Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat
pada Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan adalah
berkaitan dengan:

bidang penanaman modal;

bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

bidang pangan;

bidang administrasi keuangan dan pendapatan daerah;

bidang pertanian;

bidang perikanan;

bidang kehutanan;

bidang pariwisata;

bidang perindustrian; dan

bidang perdagangan.
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Pasal 10

Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat
pada Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia adalah berkaitan dengan:

a. bidang pendidikan;
b. bidang kesehatan;
c. bidang kepemudaan dan olahraga;
d. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e. bidang tenaga kerja;
f. bidang transmigrasi;
g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. bidang sosial;
i. bidang kebudayaan,
j. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
k. bidang perpustakaan.
BABYV
TATA KERJA
Pasal 11

Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib
menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi baik
dalam lingkungannya maupun antar SKPD dan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.



Pasal 12

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

data dan informasi;

isu strategis;

pengkajian/penelitian dan pertemuan ilmiah;

perumusan dan operasional gugus kerja;

rekomendasi dan sosialisasi kebijakan; dan

menitoring dan evaluasi.
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Pasal 13

(1) Penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam hal:

a. dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
penyusunan perencanaan pembangunan;

b. dengan Sekretaris Daerah beserta Asisten Sekretaris Daerah
dalam perumusan kebijakan; dan

c. dengan kepala SKPD dan instansi lain di luar Pemerintah
Daerah dalam implementasi kebijakan.

(2) Struktur pola koordinasi dan konsultasi Staf Ahli Bupati dengan
SKPD dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah berdasarkan
bidang tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan yang bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Staf Ahli Bupati, diangkat
aparatur sipil negara sebagai unsur staf pelaksana yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Staf Ahli Bupati.

(2) Tugas pokok staf pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Staf Ahli Bupati.

(3) Staf pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya
berdasarkan analisis beban kerja dan dikoordinasikan oleh
bagian yang membidangi tata usaha/urusan umum.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sanggau.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal 12 Desember 2014
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

= YAKOBUS, $H/,. MH
embina’(w/a]
NIP. 19700223 199903 1 002




Z00 T €06661 £2200L6T "dIN
(e/ Al)euIqu

HI JHE "SNEOJVA
IAVH S~ I OVd NVH vep wnyny #eideq ereday]
alLl efur[se uesuop [ensss uUeuleg ISBUIPI003| UED ISEINSUOY SUES |  =mmmmmmm
ISBUIDICON SLEE | iiieeeeeiaerees
NVODHNVS LN dNd opueoy spred
uedueiaay
‘ueysueLRd Suepiq 7|
‘ugeyeisndrad Fuepiq 1y uep {NyH uep wnyny Sueprq 11
. 3 ‘eurefelaq wednpryay sexersy’
uep yexerelsew ueedepioquuad Juepiq - ‘ueduedeprod 3uepIq 01 u%m:m%i%h =
‘ueelepngey 3ueplq ‘6 uep ‘uemnsnpuuaed Sueplq ‘6 sesiuedio  uep efsque]  sejisedey g
‘retsos duepq g ‘ejesmired Juepiq ‘g "@HBULIOJUL UBD SEXTUNUWION Sueplq "L ‘ypiunswad uesfequspey sensedey ‘g
‘pueouaIdq vdrenay tueugynyey uepq ‘L uep ‘uwedunqnyiad Sueprq ‘9 Seeredsew weSunpuriad %
wep snpnpuad uerepusguod Fuepiq y ‘ueueyuad ueprq "9 ‘uewpnuiad W UBqRIgGe ‘Uewenualey suepq
‘isesdrusuen 3ueplq 9 ‘uerueysod Sueprq G uep jefsres weyewniad  Fuepq ‘g ‘wedisxeay Suepq -9
‘el1y ¥deua) Jueprq g ‘qeresp uejedepuad ‘ueunSuequiad uesuesualad Jueplq b omenEe Buwpm g
eue ugdunpurrad ugp ueduenay SBOSUIWPE guepiq ‘¢ ‘SUBTL qidis uereIROULd :m.c
wep wendwarad ueeleproquad Bueprq ‘¢ ‘wefued ueplq g ueeeuad vep wnwn ueelodpd Suepq g ueynpnpuaday [sensmuupe  fuepiq 4
“eFuiyeio uep ueepnuwaday Suepq ‘g ‘yefuauau ‘[esourta ‘werptesod Sueplq ¢
‘uejeyesay Sueply 'z uep ooy euesn ‘iseradoy dueplq ‘g edep Joquins uep BIous  Sueplq 7 ‘weremedoday Sueprq 'z
‘wexrprpuad Suepiq 1 ‘epow weweweuad SUEpIq ' :dnpry weSunyFuy Suepiq 1 ‘upyejuLomad Sueplq |
1 ! L 1
1
i i H “
mﬁﬂﬂﬁ“ﬁmﬂﬁm %ﬂaﬁﬂm ueSuenay| Uep 1ouos ueunguequIag wep IBHOd
Sueprg nedng 1uyy jeis Buepig nedng 1yy jey wunyny ‘ueyejuLRuiag
Suepig nedng UV OIS P - d R Buepig nedng 1y Jeis
- t > R ek W A e lnll.c:- -------- EEERREEEENERREAR R RERERREE EEL LR e L L T T PP LT degunsnnsanssssassussnnnssnunnasssancs NREAE I EER R AR TR m
yeloe(] sLIeja o8
nedng [PEM
nedng
MINARE THIY dVos VERES Vv ISVIINSNOY NVA ISVRIGUO0Y VIOd NVOVE

NV ISONNA YOMNO0d SYONL © ONV.L BNIHL
#1027 NNHV.L S2: dOL I ON
NVDONVS LLVdNE NVANLY =34d © NVAIdAVI



IaQvH SN10vd
d.LL
NVODONVS ILVdNH

‘ueeyeysndiad Suepiq-yr

coo 1 mAOO 61 mmmoo%ﬁ "dIN
e

I

urquIa,

HIN /B8 SNEQAIVA

WVH uep whsnp/uerded ereday]
efui[se ueduap rensss ueUIEg

‘Bsap

ISBUTPI00Y UBP ISE}NSUOY SLed

IseurpIooy sued .
opuewoy sued

‘uedueranay]

‘weyeuelad Suepiq -zl
uep ‘WVH uep wnny Suepiq - |
‘euredeiaq uednpryes seNEN 01

uep jeerelsew usedfepraquad duepiq o ‘ueduedepiad Fuepiq-Q “yepe /jeseIeisew
‘ueplepngey Sueplq ‘6 uep ‘uemnsnpuirad FUeplq 6 wseswedio  uep sdeque] sensedey ‘6
‘fersos duepiq g ‘eesmired Sueplq g “ENTBULIOJU] UEp ISEIUNWION Fueplq A ‘yeiuniawad uesfequialey selsedey ‘g
‘BuBoUaIaq Bireniay ‘ueuenyey Fuepiq '/ uep ‘uedunqnyiad Suepiq 9 Sexeressew wedunpurpiad %
uep ynpnpuad uerepusfuad Bueprq g ‘ueueyuad Sueplq ‘9 ‘uewpnurrad Wnwn weqnialey ‘uemrenualay suepg <y
“serdrusuen §uepy] ‘9 ‘uerueyzed Suepiq ‘g uep jelses weyewniad  Fuepiq g ‘uedis.eay] Sueplq ‘9
‘elioy e8eua) Jueplq ‘g ‘essep uejedepuad ‘ueunfuequiad upBuBOUalad Fueplq “f ynsnels Sueplq ‘g
seue updunpuriad uep ueduenay [Sensunupe Juepl] ‘Juena ‘ndis ueyereouad wep
uep uenduwaied weeleproquiad 3ueprq ‘f ‘uefued Fuepiq ‘g teepeuad vep wnwn uzeloysd Sueplq ‘g meynpnpuadey sensmufupe  dueplq ‘b
seuayeio uep ueepnwaday duepq ‘g feduauaur {[etsut ‘uerpuesiad Sueplq ‘¢
‘uejeyssay Sueplq ‘g uep o9y egesn ‘seradoy Sueplq ‘g efep Jaquns uep IE8us  Fueplq ‘g ‘eremedodoy Suepiq ‘g
tueapiprpuad Sueprig 1 ‘repow ueureuruad FUEplq 1 ‘dnpry weSunydur Suepiq 1 ‘weysyupamad Fueprq |
| | i i
1 1 1 1
gISNURN ele(] Joquing yniod

uep uejeeIeAseuay]
3ueprg nedng 1yy jeis

ueduenay Uep 1wouoyy
Suepig nedng quy jeis

uBuUNIUEQ U
dueprg nedng nuy jeis

.
------------------------------------ NaREEsmEsEsRRIEREEEE R R R

uep WwNiny ‘ueyejulIausg
duepig nedng MYy jeis

yeroe(] sLelonog

LLVdNE I'THY AV.LS VOAEN VLY.L
NVA ISONNA SON0d SYONL © ODNVINIL
$10% NNHV.L S2: dOWON
NVOONVS LLVANE NVANLVAH

nedng [Eem

nedng

ISVITNSNOM NVA ISVNICRIOOX VIOd NVDVH

NVHIdINYT




IAVH SN10Vd
dLL

200 T €06661 £2C00LGT "dIN

(B/p1) purquiag

HIN ,w:m\.mDmo

NVODNVS LLVdNH

A

WVYH Uep tinyn
efufse ueduap rensss uUeuleg

1deg ereday]

ISBUIPI00Y UED ISE}[NSUOY SHET | ==
ISBUIplooy suesd
opuewoy sued

................

‘ueduelaey

“ueteuead uepiq g1
‘urexeysndiad Fueprq -1 uBp WYH Uep wny 3uepiq -
‘esap ‘ewrederag mednpiyoy seNEm 1
uep jexemisew ueelfeplaquiad duepiq o ‘ueduedepiod Juepq 0 “epe/1exeredsewn
‘umelepnaey 3uepl] ‘6 uep ‘uewnsnpuirad Fuepiq 6 sesiuedio  uep efeque] seusedsyy ‘g
‘reisos 3uepiq ‘g ‘ejeswarred 3uepiq ‘8 "BNOEULIOJUL UBD ISEXNIUNWIOY Sueplq "/ ‘qeiunismad weedequuaiay sensedey ‘g
‘BuBoUaIaq BZreniay ‘ueugnyey Suepiq L wep ‘uedunqnuyiad Suepilq ‘9 “gexerelsew uedunpulllad g
wep ynpnpuad wenepusfuad Hueprq y ‘ueueyued Buepiq ‘9 ‘wewmnuitad wWnwn Ueqnialey ‘uBurenudley Suepiq ),
tseadrusuer) dueplq ‘9 ‘ueruelrad Fueplq g uep jefyer  uweyswniad  Jueplq ‘g ‘uediseay Suepiq ‘9
‘elioy v8eua) Bueprq ‘g ‘yereup usyedepuad tueun8uequuad ugeuzoualyd Jueplq ¢ smsnels Suepq ‘g
‘yeue uedunpurrad uep uedueney SBOSUNUpe Jueplq ‘Buenu ‘udis usyeeouad wep
wep uendumased weefeploquiad Sueplq ‘¢ ‘uefued Sueplq g ueejeuad uep wnwn ueelioxad Fueplq ¢ ueynpnpuaday sensmunupe  ueply ‘¢
‘ggeayeio uep ueepnwoaday dueplq ‘g ‘yeduausu {[eiauru ‘werpuesiad Suepiq ‘g
‘uejeyesay Sueplq ‘g uep ey eyesn ‘wseiadoy Jueplq ‘g edep Joquns wep idrous  Sueplq ‘g ‘ueremedaday Buepiq ‘7
fueyiprpuad Suepiq q ‘repowt ueureweuad 3wepiq 1 «dnpry ueSumyury Suepiq ‘1 fueyejuuemad Sueprq 1
| | | |
] 1 1 1
s sy s wouorsy oo - —_—
o A Sueprg nedng Uy yeis Suepig nedng MUy yeis P e

gueprg edng 1yy jeis

el ecassanatnunnnannensarnsrnunnnsnnn

. . -
LT et R LRl R R L L LR bl AR RN E R AR AR R R R defpossnssnnnsgunns LTI L R L L L LY AREmEsEEEERER RN LT T .

3ueprg yedng Muv jeis

H
"

YeIaB(] SLIB}R.n}dS

LLVdNd I'THV JdVLS VradEs VILV.L
NV ISONNA MON0d SYVONL © DONVLINEL
#102 NNHV.L ST° dFOWON
NVOONVS LLVdNG NVANLVIAd

nedng [{em

nedng

ISV.ITNSNOM NVA ISVNIQAIOOX VIOd NVOVH

: NVAIINVT




LAMPIRAN

BAGAN POLA KOORDINASI DAN KONSULTASI

: PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR :25 TAHUN 2014
TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

Bupati
Wakil Bupati
Sekretaris Daerah
Pemermtatias, Ml tan SGTABH Bupat Bidang il Al Buped Bidang W e
2 Pem nan Ekonomi Keuangan .
Politik embangu dan g Sumber Daya Manusia
| “ i !
| _ . “
1. bidang pemerintahan; 1. bidang lingkungan hidup; 1. bidang penanaman modal; 1. bidang pendidikan;
2. bidang kepegawaian; 2. bidang energi dan sumber daya 2. bidang koperasi, usaha kecil dan 2. bidang kesehatan;
3. bidang persandian; mineral; menengah; 3. bidang kepemudaan dan olahraga;
4, bidang administrasi kependudukan 3. bidang pekerjaen umum dan penataan 3. bidang pangan; 4, bidang permberdayaan perempuan dan
dan pencatatan sipil; ruang, 4. bidang administrasi keuangan dan perlindungan anak;
5. bidang statistik; 4. bidang perencanaan pembangunan; pendapatan daerah; 5. bidang tenaga kerja;
6. bidang kearsipan; 5. bidang perumahan rakyat dan 5. bidang pertanian; 6. bidang transmigrasi;
7. bidang ketentraman, ketertiban umum permukiman; 6. bidang perikanan; 7. bidang pengendalian penduduk dan
& perlindungan masyarakat; 6. bidang perhubungan; dan 7. bidang kehutanan; keluarga berencana;
8. kapasitas kelembagaan pemerintah; 7. bidang komunikasi dan informatika. 8. bidang pariwisata; 8. bidang sosial;
9. kapasitas lembaga dan organisasi 9. bidang perindustrian; dan 9. bidang kebudayaan;
masyarakat /adat; 10.bidang perdagangan. 10. bidang pemberdayaan masyarakat dan
10. kualitas kehidupan beragama; desa;
11.bidang hukum dan HAM; dan 11.bidang perpustakaan;
12. bidang pertanahan.
Keterangan:
. garis komando BUPATI SANGGAU
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR :25 TAHUN 2014

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
BAGAN POLA KOORDINASI DAN KONSULTASI TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

Bupati
Wakil Bupati
Sekretaris Daerah
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Staf EH li Bupat: Bidang Staf Ahli Bupati Bidang Staf Ahli Bupati Bidang StatAhtiBupayl Bidehg
Pemerintahan, Hukum dan Pemibiaiiennan Ekonomi dan Keuangan Kemasyarakatan dan
Politik gu Sumber Daya Manusia
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1. bidang pemerintahan; 1. bidang lingkungan hidup; 1. bidang penanaman modal; 1. bidang pendidikan;
2. bidang kepegawaian; 2. bidang energi dan sumber daya 2. bidang koperasi, usaha kecil dan 2. bidang kesehatan;
3. bidang persandian; mineral; menengah; 3. bidang kepemudaan dan olahraga;
4. bidang administrasi kependudukan 3. bidang pekerjaan umum dan penataan 3. bidang pangan; 4. bidang pemberdayaan perempuan dan

dan pencatatan sipil; ruang, 4. bidang administrasi keuangan dan perlindungan anak;
5. bidang statistik; 4. bidang perencanaan pembangunan; pendapatan daerah; 5. bidang tenaga kerja;
6. bidang kearsipan; 5. bidang perumahan rakyat dan 5. bidang pertanian; 6. bidang transmigrasi;
7. bidang ketentraman, ketertiban umum permukiman; 6. bidang perikanan; 7. bidang pengendalian penduduk dan

& perlindungan masyarakat; 6. bidang perhubungan; dan 7. bidang kehutanan; keluarga berencana,;
8. kapasitas kelembagaan pemerintah; 7. bidang komunikasi dan informatika. 8. bidang pariwisata; 8. bidang sosial;
9, kapasitas lembaga dan organisasi 9, bidang perindustrian; dan 9. bidang kebudayaan;

masyarakat /adat; 10. bidang perdagangan. 10. bidang pemberdayaan masyarakat dan
10. kualitas kehidupan beragama; desa;
11.bidang hukum dan HAM; dan 11. bidang perpustakaan;
12.bidang pertanahan.
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